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. 7 Menimbang  : _bahwa untuk memenuh1 Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten SR
e e Bengkahs Nomor 01 Tahun 20 13 tentang Anggaran Pendapatan dan -
L Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan Peraturan SR

- Bupati tentang Pen]abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja =
" Daerah  Tahun . Anggaran 2013 sebagai ‘landasan . operasional :

S 'pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun'»‘ i

o Anggaran 2013 e : - i

.Mengingat  : _.17.‘fUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan- ‘

~~ Daerah Otonom Kabupaten ‘dalam ngkungan Daerah Provinsi -
2 Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indone&a Tahn

© 1956 Nomor 25)

2. .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan E
~ Bangunan (Lembaran Negara- Repubhk Indonesia Tahun 1985
.~ Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik ‘Indonesia
,A,;Nomor 33 12) sebaga1mana telah diubah dengan Undang—Undang c
~ Nomorl2 Tahun 1994 tentang -Pajak - Bumi. ‘dan  Bangunan
}”'(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
" Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 3569);-

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 11999 tentang Penyelcnggaraan - )
- Negara yang BCI’Slh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan -~
. Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesi Tahun : 1999
. Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia
";‘,Nomor3851) oF : AR R A

_ 4 Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,‘ SO
. (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4286),

0By Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan'
~© Negara . (Lembaran ‘Negara': Repubhk Indonesia Tahun 2004
- Nomor." 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm'- s
S Nomor4355), e L | SN _’
6. fUndang—Undang ‘Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
' Pengelolaan' dan- Tanggung]awab Keuangan Negara (Lembaran .
-~ Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor - 66 Tambahan L
,  Lembaran- Negara Repubhk Indonesm Nomor 4400), R T
7'.,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstemf
- Perencanaan Pembangunan Nasional ~ (Tambahan ‘Lembaran -
' Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 104 Lembaran :
- ]Negara Repubhk Indone51a Nomor 442 1), e : '




8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan

. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
-4437). ‘sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan -
' Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor - 32 Tahun 2004 tentang 3

. Pemermtahan Daeah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia
- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk
- Indonesia Nomor 4844), e :

.,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan ‘Pemerintahan  Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- 10.

Tambahan Lembaran Negara: Repubhk Indones1a Nomor 4438);

kUndang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

. '_‘Retrlbu31 Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 * Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

. Indonesia Nomor 5049);
‘ 1}1.'kUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara - Republik

‘Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

’. Repubhk Indonesm Nomor 5234),

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan ::

Protokoler dan Keuangan lepman dan - Anggota DPRD

o (Lembaran Negara Republik' Indonesia tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

' sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor -

37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 24 |

Tahun 2004 - tentang Kedudukan  Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara A
" Republik Indonesia Nomor 4540); R o
1’3.‘_,’Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan‘ S
' ‘Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

: ,’Repunbhk Indonesm Nomor 4502); -

14.

15

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun. 2005 tentang Standar S
- Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia
_Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repunbhk
Indonesm Nomor 4503), A ‘

,Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pm_]aman

Daerah (Lembaran Negara - Repubhk Indonesia Tahun 2005
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Repunbhk Indones1a,

‘;Informas1 - Keuangan Daerah (Lembaran "Negara - Republik -~
Indonesia. Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara,jv
k Repunbhk Indone31a Nomor 4576); Ea

Peraturan. Pemermtah Nomor 57 Tahun 2005 tentang H1bah =

18,

' Nomor 4570);.

16.
“Perimbangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005
‘Nomor :137, Tambahan Lembaran Negara Repunbhk Indonesxa B

Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana’? .

Nomor 4575); . - . |
Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

W _»;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 139,
= Tambahan Lembaran Negara Repunbhk Indones1a Nomor 4577),




19,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan‘g Pengeloléan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

- 21.
- ~Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22,

- Keuangan dan’ Kmelja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

o ‘Indonesia’ Nomor 4578);
20.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan = dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal =
" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Repunblik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

- Republik Indone31a Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

04,

S Negara Repunbhk Indonesia Nomor 46 14); -

~23.

~_ Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ‘
‘Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran -

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbaglan

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dsaerah =

. dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara - Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk e

~ Indonesia Nomor 5161);

25.

‘Peraturan Menter1 Dalam Negerl Nomor 13. Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam -

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

. 'Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26.

Peraturan ‘Menteri Dalam’ Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentangv

- Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013; : :

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008 o

© - tentang Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008

o Nomr 07);

28,

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009

- tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
~ Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03)

29.

Peraturan ‘Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 01 Tahun 2013

 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

| : -:_Bengkahs Tahun Anggaran 2013




MEMUTUSKAN

Menetapkan : ”PERATURAN BUPATI TENTANG ~PENJABARAN ANGGARAN
~ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
~ TAHUN ANGGARAN 2013. ~ i

Pasal 1

’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
terd1r1 atas / . _ 0 :

1. Pendapatan s ‘
v‘;"‘a Pendapatan Ash Daerah | | Rp f;2315.‘-1'20;650.’000,00 f
i b Dana Perlmbangan i . Rp. 2t994 142. 885 000,00 k
c La1n lam pendapatan daerah yang sah Rp'.:f ‘ | 42 000. OOO OOO OO

: Jumlah Pendapatan Rp 3 27 1. 263 535 000 00

2 BelanJa‘ i o
a. BelanJaTldakLansung | B T I .
1) Belanja. Pegawai *Rp, ; 981 036 766. 455 02
~2) Belanja Bunga o ; el “Rp. o0, 00
_ 3) Belanja Subsidi  Rp.  13.371.928467,00
. 4)BelanjaHibah ~ Rp. 287 248.700.732,69 .
. 5). Belan_]a Bantuan 8031a1 i+ Rp. _f;f’ T 620 800.000,00
6) Belanja Bagl Hasﬂ i Rp e e OOO_ k
~ 7) Belanja Bantuan Keuangan ~ Rp. 411.502. 810.500,00 =
”8) Belanja Tidak Terduga ' Rp.___ 11.313.790.38697
| » - Rp ’7};1 712. 094 766.542,58 :

b Belanja Langsung o ) : S

1) Belanja Pegawai  Rp.  173.280.341.731,00
2) BelanJa Barang dan Jasa 7 ~ Rp. 814 241 950. 166 OO
3) Belanja Modal . ~ Rp. 2 066.646.476.560.42

. Rp. 3.054.168.768.457,42
Jumlah Belanja . Rp. 4766.263.535.000,00

“r Surplus (Deﬁ31t) S ;‘:'Rp‘ (1 495 ooo 000.000,00)

‘ 3Pemb1ayaanai e '
 a.Penerimaan - Rp.“: 1 500 000. ooo ooo 00
b Pengeluaran  Ro. 5 ooo 000.000, 00

Jumlah Pemblayaan Netto Rp. 1 495 000 000 000 00 '

Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran Rp. : : ) ». | 0,00‘
Tahun Berkenaan o % = : S




'. _-;P_asal 2
_ ,Riﬁgkaéa_n Penjabaran Anggaran “Pendapata‘nJ dan Belanja Daerah |
' sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
- Peraturan Bupati ini. - SRS R 3 :
"_,kaasals‘

,fP'enja‘bar‘a‘.nf ‘Anggéran‘ Peri‘d'apatah dan Bel‘anja' Daerah sebagaimana :
~dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan

o "L'ampira'ntIIIvPeratufan Bupati ini.
Pasald

Lampiran “sebagaimana dimaksud  dalam pasal 2 dan pasal 3

merupakan bagian yang tidak yterpisahkérn‘dari Peraturan Bupati ini.

~ Pasals
'Pélaksléneiéanenjabéfan Anggaran Pendapatah dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam

‘dokumen : pelaksanaan ‘anggaran satuan kerja perangkat daerah
-~ sesuai dengan’peraturan pgrundang-undangan yang berlaku. - | :

- :Pasial_d S
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang meng rtaihuiinya,‘ mefnerintahkan, pengundangan

- Peraturan Bupati ini dengan. pencmpatan_nyafdalam‘ Berita Daerah "

Kabupaten Bengkalis. -

S Ditétapkan di Bengkalir‘s o v
pada tanggal 13 Maret 2013

IS/

BUPATI B

 giludalsaion

Diundangkan di Bgngkélis e
-pada tanggal 15 Maret 201 3 o :
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Drs. H. ASMARAN HASAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- TAHUN 2013 NOMOR 13 -




